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MOTTO 

“Benar Belum Tentu Baik, Baik Belum Tentu Berhasil” 

Makna Bijaksana : Menentukan apa yang benar, bisalah ditanya pada buku 

berlembar-lembar. Rangkuman pemikiran para cendikia, yang dicatatkan teliti 

agar tidak sesat dalam logika. Bukan barang mudah memahami perilaku alam, 

untuk kemudian diwariskan melalui estafet antar generasi ke generasi, sera dari 

peneliti ke peneliti. Namun kebenaran itu untuk menjadi kebaikan harus melalui 

saringan norma, norma lingkungan, norma alam, atau norma agama, yaitu 

petunjuk paling dekat dengan kehendak tuhan. Makin sempurnalah benar itu, bila 

berkawan dengan baik. Namun bukan hal baru, jika manusia sering tak doyan 

dengan yang baik dan benar. Egonya terlalu tinggi untuk dilampaui. Maka puncak 

pemahaman adalah kebijaksanaan. Yang ketika apa yang diyakini benar dan baik, 

berhasil menjadi tindakan. Perpaduan Antar Benar, Baik Dan Berhasil Itulah 

Kebijaksanaan. 
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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH SEMENTARA SETELAH TIDAK MENJABAT LAGI TERHADAP 

AKTA YANG DIBUATNYA 

Agung Setyo Darminto 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Ada persepsi bahwa akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara memiliki status hukum lebih rendah dibandingkan akta yang dibuat 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sehingga berpotensi dan dampaknya adanya 

gugatan hukum terhadap akta tersebut dan penundaan dalam pendaftaran tanah 

atau pembatalan hak atas tanah. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) 

Bagaimana pertanggungjawaban Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara setelah tidak menjabat lagi terhadap akta yang di buatnya; 2) 

Bagaimana akibat hukum akta yang didaftarkan lebih dari tujuh hari oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan 

pendekatan historis (historical approach). 

 Hasil penelitian bahwa Camat setelah tidak lagi menjabat, Camat tersebut 

tidak lagi memiliki legalitas sebagai PPAT Sementara, sehingga tidak berwenang 

membuat atau menandatangani akta-akta pertanahan. Namun, pertanggung 

jawaban hukum terhadap akta yang telah dibuat Camat tetap melekat, terutama 

jika di kemudian hari terbukti terdapat cacat hukum, kesalahan administratif, atau 

penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembuatan akta tersebut, sehingga 

menimbulkan adanya ketidakkepastian hukum dan keabsahan akta yang dibuat 

serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Serta  akibat hukum akta 

yang didaftarkan lebih dari tujuh hari oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maka 

Akta PPAT tetap sah secara hukum perdata, akta juga tetap memiliki kekuatan 

pembuktian sebagai akta otentik antara para pihak, dan tidak serta-merta menjadi 

batal hanya karena terlambat didaftarkan, namun belum menimbulkan akibat 

hukum terhadap pihak ketiga sebelum terdaftar di Kantor Pertanahan. Dari 

keterlambatan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi pihak 

yang berhak, membuka potensi sengketa, dan dapat menjadi dasar pemberian 

sanksi administratif kepada PPAT. 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Camat; Akta Tanah. 
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ABSTRACT 

RESPONSIBILITY OF THE SUBDISTRICT HEAD AS THE TEMPORARY LAND 

DEED OFFICER AFTER NO LONGER IN OFFICE REGARDING THE DEED 

HE MADE 

Agung Setyo Darminto 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

There is a perception that the deeds made by the Temporary Land Deed 

Official have a lower legal status compared to the deeds made by the Land Deed 

Official. This potentially leads to legal challenges against such deeds and delays 

in land registration or cancellation of land rights. The author raises two issues: 

1) What is the responsibility of the District Head as the Temporary Land Deed 

Official after no longer holding office regarding the deeds he has made; 2) What 

are the legal consequences of a deed registered more than seven days by the Land 

Deed Official. 

In this research, the author uses normative legal research methods with 

three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and 

historical approach. 

The research results show that after the Sub-district Head is no longer in 

office, the Sub-district Head no longer has the legality as a Temporary PPAT, so 

he is not authorized to make or sign land deeds. However, legal responsibility for 

the deeds made by the Sub-district Head remains attached, especially if it is later 

proven that there are legal defects, administrative errors, or abuse of authority in 

the process of making the deed, thus giving rise to legal uncertainty and the 

validity of the deed made as well as legal protection for the parties involved. As 

well as the legal consequences of deeds registered more than seven days by the 

Land Deed Making Officer, the PPAT Deed remains valid under civil law, the 

deed also still has the power of proof as an authentic deed between the parties, 

and is not immediately invalidated just because it is registered late. However, it 

has not yet caused legal consequences for third parties before being registered at 

the Land Office. This delay causes legal uncertainty for the entitled parties, opens 

up the potential for disputes, and can be the basis for imposing administrative 

sanctions on the PPAT. 

 

Keywords: Accountability; Sub-district Head; Land Deed. 
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